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PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 032/A/JA/08/2010

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

3= Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor

' 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di
bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan
mempunyai  tugas dan wewenang untuk  turut
menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor
- 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa
Agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta
mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan
dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam
rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik
harus membangtin dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik
dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap
orang;

d. bahwa dalam rangka pelaksaan tugas dan wewenang
Kejaksaan secara fransparan dan akuntabel, perlu
diselenggarakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik;

e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Jaksa
Agung Republik Indonesia tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;

r Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
b Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4401);
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Menetapkan:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: o !
‘1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Leinbaran Negara NFmor 4846);

2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahu1:1 2009 tent%ng Pelayanan
Publik (Lembaran Negara ﬁepu@lik Indonesja tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lemba.}ran Negara Nomgr 5038);

4, Undang-Undaflg Nomor 43 |Tahun 2009 tentang, Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonsia tahun 2( (9 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negar: oﬁ1| or 5071); ‘|1 !

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia; | | i

- ) |

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara
Nomor T);

| |

MEMUTUSKAN:: :

PERATURAN JAKSA AGUleG REPUBLIK | INDONESIA

TENTANG  PELAYANAN ;NFO:RMASI PUBLIK DI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESI
BABI || . 1
KETENTUANUMUM: | . |
Pasal 1 ! A

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik c_Ia"ta, fakta maupun, penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh Kejaksaan serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan

undang sesuai dengan Undang-Undang N

16 Takiin |2004 tentang |

Informasi Publik.

3. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peratur n ini disebut
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang |melaksahak n kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta kewenarjgan |{ain berg:}}asa_ n undang-

my ] )

Kejaksaan Republik Indonesia.
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10.

11.

12,

13.

Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Republik Irjdone ia!

\

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut FPID
_di|

adalah pejabat- yang bertanggungjawah

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelaya

bidang
n informasi; di Kejaksaan

penyimpanan,

dan bertanggungjawab langsung kepada Penanggung]awab Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik selaku atasan PPID.

Penanggungjawab Pelayanan Informasi Publik atau disebut sebagai Atasan

PPID menurut Peraturan Komisi Informasi Pusat, yang sela

njutnya dalam

Peraturan ini disebut Penanggungjawab adalah pejabat di lingkungan

Kejaksaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam

Peraturan ini.

menjalankan

Pejabat Informasi adalah pejabat Kejaksaan yang biartanggung]a afJ di bidang

penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan

kerjanya.

Petugas Informasi

adalah pejabat Ke]aLsaan
memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas Pejabat Int

yang Eerl

Informasi P ‘bhk di satnan-

|
nggung]awab |

ormasi dalam

penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi P‘ubhk di satuan

kerjanya. ‘ !

. I
Petugas Meja Informasi adalah staf Kejaksaan
memberikan layanan Informasi Publik melalui Meja Informasi.

| yang berla{nggungjawab

Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik serta berbagai

sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi
bertujuan memudahkan perolehan Informasi ]?ubhk di Kejaksaa;

Daftar Informasi Publik adalah catatan jrang

sistematis tentang seluruh Informasi Publik y

sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yaT; menggunakan informasi publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau

tkan.

berisi ketej
ng berada di bawah penguasaan
Kejaksaan, tidak termasuk inforniasi yang dikecual :

L_{Iamnya yang

angan secara

badan hukum

Indonesia yang mengajukan permohonan 'Informasi Publik’ berdasarkan
' i t

Peraturan ini.
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BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik di Kejaksaan bersifat
setiap Pengguna Informasi Publik.

terb) l

b 1|
ka dan aap

t.diakses oléh!

I

(2) Informasi Publik yang dikecualikan di Ke]aksaan bersifat ketat dan terbatas,
(3) Setiap Informasi Publik di Kejaksaan harus dapat diperoleh setlap Pemohon
aktu, biaya ringan, dan cara

Informasi Publik dengan cepat dan tepat ;
- sederhana.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:
a.
dan pelayanan Informasi Publik;

b.
menghasilkan layanan yang berkualitas;

Informasi Publik di Kejaksaan; dan

Publik sebagaimana diatur dalam Undan
Publik,

|
I
b

BAB III |

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBI

Bagian Kesatu
Umum

I’asal 4

memberikan standar bagi Kejaksaan dalam
meningkatkan pelayanan Informasi Rublik
menjamin pemenuhan hak warga negara

menjamin terwujudnya tujuan penyéle’%ggara
-Uny

an keterbuX

d

melaksanakaln pengelolaan
oleh Kejaksaan untuk

untuk memperoleh akses

an Informasi

Informasi

(1) Pelayanan Informasi Publik dlselenggarakan

Kejaksaan, meliputi:

a. Kejaksaan Agung;

b. Kejaksaan Tinggi;

¢. Kejaksaan Negeri;

d. Cabang Kejaksaan Negeri. i

(2) Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik Je

dari:
Penanggungjawab;
PPID; ;
Pejabat Informasi; |
Petugas Informasi;

N ot

ang Ketet‘lhr Ka

E
:
pada seti

i

1Y 1&1’151 pa‘cl.ia

ba.g

ap

[

1

IK

tingkatan

‘ |
N

yat (1) terdiri |
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e. Petugas Meja Informasi. :

)

Bagian Kedua
Penanggungjawab

Pasal 5 - ‘ %

(1) Penanggungjawab di Kejaksaan Agung dqatLat ole‘:h Wakil Jaksa Agung.
(2) Penanggung]awab di Kejaksaan Tinggi dijabat oleh Wakil Képala Kejaksaan
Tinggi.
3) Pen%iggungjawab di Kejaksaan Negeri dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
(4) Penanggungjawab mempunyai tugas: t ' |
a. mengkoordinasikan, mengawasi, Aol ‘ ] Jeng_eVal_haSJ velaksanaan
Peraturan ini; T X [
b. menetapkan Daftar Informasi Publik; '

1 | 'igﬂ'

C\\ c. mengkoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan idan pelayanan
Informasi Publik; | '
d. memberikan tanggapan atas keberatarr yang diajukan Oleh pemohon
Informasi Publik; dan
e. menetapkan laporan layanan Informasi Publik.
. Bagian Ketiga ‘
PPID
Pasal 6
(1) PPID di Kejaksaan Agung dijabat oleh Kepala|Pusdt Penerangar Hukum.
(2) PPID di Kejaksaan Tinggi dijabat oleh Asisten|Intelijen.
(3) PPID di Kejaksaan Negeri dijabat oleh Kepala Seksi Intelijen|
(" (4) PPID bertugas: ! - P
a. melakukan pengujian tentang konsekuensi; [yang| ti lfbu! sebagaimanal
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasj| Publik dan
Peraturan Komisi Informasi tentang StandariLayanan Informasi Publik
sebelum menyatakan Informasi Publik tertentujdikecualikan;
b. mengkoordinasikan penylmpanan dan| pendokumentasian Informasi
Publik; '
¢. mengkoordinasikan tugas-tugas pejabat informasi, petugas informasi, dan
petugas meja informasi;
d. membuat Daftar Informasi Publik berdasarkan masukan dari Pejabat
Informasi; f
e. melaksanakan pényediaan dan pelayanan Informa51 Publik baik melalui
— pengumuman maupun permohonan Informasi Publik; dan i
f. menyelenggarakan Meja Informasi. By
[ i

{5) Dalam hal pengumuman Informasi Publik, PP{D bertugas: [ '
. a. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Rublik melalui media yang
secara efektif dapat menjangkau seluruh pemarjgku kepéntingan; dan

f':iliplf




L)

A0

b.

(6) Dalam hal pelayanan permohonan Informasi Rublik, PPID bertugaS'
a.

b.
C.

d.

[ {
i

| |
mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik ddla'%n bahasa
Indonesia yang sederhana dan mudah dlpaharm serta mem =rti|mbangkz_m

penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh pemduduk seterrpat.

1-!|

i

o

mengkoordinasikan pemberian Informasil Publik yang dap‘llalt diakses oleh
publik dengan petugas informasi di berbagax unit pelayanan informasi
untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;

menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan
tegas, dalam hal perniohonan Informasi Publik ditolak;

menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan
beserta alasannya; dan

mengembangkan kapasitas pejabat fungswnal dan/atau pet'ugas informast

dalam rangka peningkatan kualitas layanaln Informa51 Pubhk

(7} Dalam  melaksanakan tugasnya, PPID be!*rtanggungjawab kepada

Penanggungjawab di masing-masing tingkatan Ke]aksaaan

Bagian Keempa;t
Pejabat Informasi |

Pasal 7

(1) Pejabat Informasi Kejaksaan Agung dljabatf Uleh masing-masing Direktur,
Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, dan aekretarls Badan di lingkungan

Kejaksaan Agung,

(2) Pejabat Informasi Kejaksaan ngg1 dijabat oleh Asisten dan Kepala Tata
Usaha.

(3) Pejabat Informasi di Kejaksaan Negeri dijabat oleh Kepala Seksi, Kepala Sub
Bagian Pembinaan, Pemeriksa, dan Kepala Cabang I(e]aksaan Negeri.

(4) Pejabat Informasi bertugas: ; ‘

a.

b.

membuat dan memutakhirkan Daftar Infomtam Publik di saf:uan kerjanya
untuk disampaikan kepada PPID;

menyimpan, mendokumentasikan, dan enyedIakan Informa51 Publik
yang berada di satuan kerjanya untuk disa palkan kepada PPIID
membantu PPID dalam melakukan pengujian|tentang ko |s:ekuensi yang
timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbu aT Informasi
Publik dan Peraturan Komisi Informasi; | ;L 1 r | b
membantu PPID dalam membuat da nyertakan alasan tertulis|
pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik
ditolak berdasarkan ketentuan pengecualian informas;

membantu PPID dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi

Publik yang dikecualikan beserta alasannya. ; ‘
I ]

|
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Informasi bertanggungjawab kepada

PPID di masing-masing tingkatan Kejaksaan.



Bagian Kelima
Petugas Informasi

L ]

Pasal 8

-l

at oleh setiap pejab
nformam.

oleh setiap pejab
ormeiasi. |
iel | staf di

(1) Petugas Informasi di Kejaksaan Agung dijaba
bawah satuan kerja masing-masing Pejabat I

(2) Petugas Informasi di Kejaksaan Tinggi dijabat
bawah satuan kerja masing-masing Pejabat In

(3) Petugas Informasi di Kejaksaan Negeri dijabat ol
masing-masing Pejabat Informasi.

r

.
blaw:
il

b

t eselon III di
1

at eselon IV di

:
T

s|atuan ketja,

| l||

(4) Petugas Informasi bertugas memberikan dukungan teknis bag{ pelaksanaan

tugas Pejabat Informasi di masing-masing satuan kerjanya,
(5) Dalam menjalankan tugasnya, Petugas Informasi|bertanggung
Pejabat Informasi di masing-masing satuan ker‘jany 1.

gjawab kepada
)

Bagian Keenam
Petugas Meja Informasi

Pasal 9

(1) Petugas Meja Informasi di Kejaksaaan Agung
Kepala Pusat Penerangan Hukum.

dijat

at staf K_ejak!.saan di bawah

(2) Petugas Meja Informasi di Kejaksaaan Tinggi dijabat staf Kejaksaan di bawah
Kepala Seksi Pusat Penerangan Hukum. , :

(3) Petugas Meja Informasi di Kejaksaaan nggi dijakat staf Kejaksaan di bawah
Kepala Seksi Intelijen. | | ﬁ , :

(4) Dalam hal Kejaksaan Negeri memiliki cab Petlflgas ‘Meja Informasi dijabat
oleh staf Kejaksaan di bawah Kepala I(ejaksaan Negen

(5) Petugas Meja Informasi bertugas menyelenggarakan pelayan
Publik baik melalui pengumuman maupun permohonan Infonqas1 Publik.

an Informasi

(6) Dalam menjalankan tugasnya, 'Petugas Me]a Informa31 bertanggungjawab

kepada PPID.

BABIV
KATEGORI INFORMASI PUBELIK
Bagian Kesatu | |
Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara

Pasal 10

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumu
meliputi:
a.

’ an [secara berkal

Informasi tentang profil Kejaksaan yang r ehp t: ‘u'
1. Informasi tentang sejarah, kedudukan atau domisili |

]
L

Berkala

I
I
a d} Kejaksaan

b

eserta alamat

D

lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dlan tujuan, tugas dan fungsi

|



b. Daftar Kejaksaan Tinggi dan Negeri di Indonesia

" melakukannya yang telah diperiksa, ljwen

Kejaksaan beserta kantor unit-unit di a“|ra mya' ‘I
Struktur organisasi, gambaran um {m setiap satuan
singkat pejabat struktural. | |
Laporan harta kekayaan Dbagi Pe]abat Negara yang wajib
asi, dan telah dikirimkan
e Kejaksaan un‘culf. diumumkan.
i

i
kerja, pro_ﬁl!

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

c. Rencana strategis Kejaksaan
d. Ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan-di lingkungan

Kejaksaan, meliputi: = ‘

1. Nama program dan kegiatan;

2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor
telepon dan/atau alamat yang dapat dlhubungl,

3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;: |

4. Jadwal pelaksanaan program dan keglatan, |

5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas ejaksaary; .

7. Informasi khusus lainnya yang berkaitdn) langsung dengan hak-hak
masyarakat; ‘ Ji i T

8.

Informasi tentang penerimaan calon pegawai danjatau pejabat
Kejaksaan; ’

e. Ringkasan laporan kinerja Kejaksaan berupa narasi tel'ilcang realisasi
kegiatan yang telah maupun sedang dl]alankan‘ beserta capaiannya;

f. Jumlah atau rekapitulasi keuangan negara yang berhasil dlselamatkan;

g. Ringkasan laporan keuangan, meliputi: |

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;

2. Neraca;

3. Laporan arus kas dan catatan atas Ia.pora:n keuangan| yang disusun
sesuai dengan standar akuntansi yangjberlaku;

4, Daftar aset dan investasi.

h. Ringkasan laporan Layanan Informasi Publik; |

1. Jurnlah permohonan Informasi Publik [yang|diterima; |

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap| | permohonan
Informasi Publik; - ' | |

3. Jumlah permohonan Informasi Pubhk yang dikabulkarn baik sebagian
atau seluruhnya dan permohonan Inf rruaé!EPubhk angditolak; |

4. Alasan penolakan permohorian Irlfm'masuI blik; J I

i. Informasi tentang peraturan, keputus:lm,

lan/atau  k bijﬁkan yaﬁg

mengikat dan/atau berdampak bagi pubhk yang dikeluarkan oleh
Kejaksaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: r

L.

2,

Daftat rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Keputusan, dan/atau Kebjjakan yang sedang dalam proses
pembuatan

Daftar DPeraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau
|

Kebijakan yang telah disahkan atau dil|:etapka.n;
Informasi tentang-hak dan tata cara memperoleh Infor

si Publik, tata

cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesalan sengketa Informasi
Publik berikut pihak-pihak yang bertanégung]awab | yang dapat




-t

)

dihubungi;

k. Informasi tentang tata cara pengaduan p
pelanggaran yang dilakukan baik oleh p_nli:jaba{ Kejaksaan
n kerja dari Kejak

lain yang mendapatkan izin atau perjanjia

enyalahgunaan wewenang atau

Ilﬁau,pun pihak
s e

l. Data penerimaan dan penanganan laporan pengaduan besesta rekapitulasi

hukuman disiplin;

i k 1
m. Siaran pers yang dikeluarkan secara resrn|;i olelh Kejaksaan;
n. Pidato Jaksa Agung pada semua kegielt an/

maupun Juar Kejaksaan;
0. Pengumuman pengadaan barang dan
perundang-undangan terkait;

p- Informasi tentang prosedur peringatan

keadaan darurat Kejaksaan;
q. Daftar pencarian orang;
r

bara :resi?‘ﬁl_l_i baik di dalam

jasa sesuai deng?n peraturan

dinj dan prosedur evakuasi

Rekapitulasi penyelesaian perkara tindak pidana umum, tindak pidana
khusus, perdata, dan tata usaha negara yang ditangani Kejaksaan;
s. Materi penyuluhan atau penerangan hukum; |

t. Hasil penelitian dan pengkajian yang dil:

. dan Pengembangan Kejaksaan Agung;

. InformasiPublik lainnya berdasarkan persetujuan PPID.

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana di
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setah

Bagian Kedua

Informasi Publik Yang Wajib Dium
I |

Pasal11 |

Kejaksaan mengumumkan secara serta merta suatu informasi

1.

o

.
L

naks!.ld pada aya

umkan Serta Merta

aksariakan oleh P_ﬁsat Penelitian

L

(1) dilakukan
|

o

yang dapat

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang merupakan
kewenangannya serta informasi serta merta lainnya di lingkungan kerja Kejaksaan,

Pasal 12

Informasi serta merta sebagaimana dimaksud dalalm Pasal 11 meliputi:
a. Kondisi darurat yang menyangkut kegelamatan kerja

Kejaksaan;

:Iii lingkungan

b. Informasi serta merta lainnya berdasarkan Un'dang-Undang Keterbukaan

Layanan Informasi Publik yang dikuasi ol

Pasal 13

oh Kéjaksaan. |
| %li\:.-

Informasi Publik dan Peraturan Komtsi Informasi tentang Standar

{1

(1) Dalam hal Kejaksaan memberikan izin kegiatandan/atau pérja{njian kerja

‘kepada pihak lain yang kegiatannya berpoten.?

i mengancam hajat hidup orang

banyak dan ketertiban umum, Kejaksaan memastikan agar pihak penerima



L-

2

(1)

-10-

izin kegiatan dan/atau perjanjian kerja
pengumuman informasi serta merta.

Standar pengumuman informasi serta merta s
(1) meliputi:

a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampa%t yang dapat d;t'nmi

b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena

Kejaksaan;

G ™o an

mpak
maupun pegawai Kejaksaan dan/atau pen91|1ma perjanj

bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Bagian Ketiga

Informasi Publik Yang Wajib Tersedia

Pasal 14

Informasi yang wajib tersedia setiap saat di Ke

J

a. Daftar Informasi Publik;
b. Informasi tentang peraturan, keputu

Kejaksaan yang sekurang-kurangnya terdiyi atas:
seperti naskah
pertimbangan yang mendasari terbltnya peraturan, k

1. Dokumen pendukung
kebijakan tersebut

kebijakan tersebut

jaksa

|
[

n melaksan

iimana dimalk

hkan standar

asy

baik

Prosedur dan tempat evakuasi apabila keaktlaan darurat terja

sud pada ayat
bllkan; i

arakat umur';}
an 'kerja dart

di;

Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat t
Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang dltlmbulkan,
Cara mendapatkan bantuan dari pithak yang berwenang;
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menanggulangi

b

Setiap Saat

an meliputi:

lan / a:tal} || a

= 1

akadernis,

.rjach,

AU kebijakeml
'kajian atau
eputusan atau
|

2. Masukan-masukan dari berbagai pihaJ( atas peraturan, I'T'éputusan atau

3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau

kebijakan tersebut

4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebuf
5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

6. Peraturan, keputusan dan/atau kebl}a.kan y

c. Seluruh informasi lengkap yang wajib d1s+Fd1a1<

berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

ang telah d1terb1tkan

|
an dan diumumkan secara

d

1
anl keuangan
|

:llaanI keuangan
n

, Tiwayat

n sanksi berais.’”

secara khusus

pihak ketiga benkut dokumen

d. Informasi tentang organisasi, admlrustraél, kepegawaian,
Kejaksaan, antara lain: o
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil
2. Profil lengkap pimpinan dan pegawicu Yang meliputi ]
karir atau posisi, riwayat pendlchkan penﬁhargaanw il.da
yang pernah diterima
3. Anggaran Kejaksaan secara umum maupun anggaran
unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
4, Data statistik yang dibuat dan dikelolal oleh Kejaksaan;
e. Surat-surat perjanjian Kejaksaan dengan
pendukungnya;
f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kejaksaan dalam rangka
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

a9

berikut dokumen pendukungnya, dan
diberikan;
Data perbendaharaan atau inventaris;

Agenda kerja pimnpinan satuan kerja Kejak
Informasi mengenai

m e

Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/ atau
laporan penaatan izin yang
I

Rencana strategis dan rencana kerja Kejaksaan;

Saan;

kegiatan pelayanan
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi

i '| ilj*

N

Informasi

—_—

dikeluarkan

Publik yang

Publik yang

dimiliki beserta kondisinya, sumber daya rmanusia yang menangani

layanan Informasi Publik beserta ku
Informasi Publik serta laporan penggunaa

a:llflka|
oy

sinya, anggaran layanan

. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dite mUkan dalam

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pel
masyarakat serta laporan penindakannya;

n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilg kuka
0. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan

pengawasan internal serta laporan pemndil;anr

864

1y a;
ran yang d

—

aporkan oleh

Ty
terbuka

bagi masyarakat

| |

L
13

berdasarkan mekanisme keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa

Informa31 TPublik;
p. Standar pengumuman informasi serta
dalam Pasal 12;

merta sebagaimalma dimaksud
K

q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Kejaksaan dalam

pertemuan yang terbuka untuk umum;

r. Surat-surat yang terkait dengan kegiatan penanganan perkara Pidana,

Perdata dan Tata Usaha Negara di I_(ejakseHan;
s. Informasi Publik lain berdasarkan persetujuan PPID se

termasuk Informasi Publik yang dikecualik

(2) Format Daftar Informasi Publik sebagaimana

angka 1 diatur dalam Lampiran 1 sebagai bagian y

Peraturan ini.
(3) Pembuatan dan pemutakhiran Ddftar Informa

sebulan.

Bagian Keempat

Informasi Publik Yang Dikecualikan

can.

L

fu

atau

Pasal 15

(1) PPID merahasiakan informasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-
Publik. _

(2) Informasi Publik yang dikecualikan atau dirak
pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang
kepada pemohon Informasi Publik dapat:

a. menghambat proses penegakan hukum;

dimaksud pada ay

i Publik sebaganr
dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan sekuraTg—kullangnya 1 (sa
LI R

ang tidak tek

i
1,

panjang tidak

at (1) huruf a
pisahkan dari

\;jLnEi dimaksud

u} kali dalain

I!il

unda

Dirahasiakan

yang dikecualikan atau dirahasiakan
ng Keterbukaan Informasi

lasiakan sebagaimana dimaksud
apabila dibuka atau diberikan
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b.
perlindungan dari persaingan usaha tidak se 3
c¢. membahayakan pertahanan dan keamangn negara;
d. mengungkapkan kekayaan alam indonesi
e. merugikan ketahanan ekonomi nasional; | | 4
f.  merugikan kepentingan hubungan luar nege'ri
g. mengungkapkan isi akta otentik yang b sifat, rlbaJ:h,

yang dilindung;

lm \

mengganggn kepentingan perlindungan hak a'las kekayaanintelektual dan -

anakhn:ataH

wasiat seseorang, dan informasi pribadi(lainnya kecuali atas persetu]uan

yang bersangkutan dan pengungkapannyal berkaitan

seseorang dalam jabatan publik;

dengan posisi

h. memorandum atau surat menyurat antar i an infra kejaksaan yang

menurut 51fatnya dikecualikan;

i. informasilainnya yang wajib dlrahasiakan berdasarkan undang-undang.

Pasal 16

Informasi Publik yang dikecualikan atau dirahasiakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 berdasarkan pengujian konsekuensi, meliputi:
Informasi Publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat
menghambat proses penyelidikan, penyldlkan, dan penuntutan suatu tindak

1.

pidana, antara lain:

a. DBerita Acara Pemeriksaan sebelum dlbc caII< j

bersifat terbuka; L
b. Surat Dakwaan sebelum dibacakan d
terbuka;

¢c. Surat Tuntutan sebelum chbacakan dalam

terbuka;
Rekam medik tahanan;

w "o oo

permintaan lawan -
Informasi Publik yang apabila dibuka atau

mengungkapkan identitas informan, pelapor,

mengetahui adanya tindak pidana;

dalam

I
lami permdan%

Barang bukti dan tempat penyimpanannya;
Tempat, waktu, petugas, dan pelaksana eksekusi hukuman mati
Proses dan materi penyelesaian sengketa perdata diluar pengadﬂan atas

persidangan

per 'dTngan yang

yaing bersiifat;

yang bersifat

iberikan kepada pemohon dapat
saksi, dan/atau korban yang

Informasi Publik yang apabila dibuka atau diberi]l<an kepada pemohon dapat

mengungkapkan data intelijen kriminal

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala be

transnasional;

Informasi Publik yang apabila dibuka atau dF

membahayakan keselamatan dan kehidup
keluarganya; |
Informasi Publik yang apabila dibuka atan d

beri

dan

enegak

r encana-ﬁ—lanc;:ana yang

tuk kejahatan

ikan kepa!:la fuerrl:ohon dapat

m  dan/ at}'?lu|

. |
[

f!ll-nﬂ-

an kepada pemchon dapat

membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak

hukum;

Informasi publik lainnya yang harus d.ikeqlualian atau | dirahasiakan

berdasarkan pengujian konsekuensi oleh PPID.




*
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Pasal 17

PPID merahasikan identitas tersangka, identitas terdakwa, identitas korban,
identitas saksi, pekerjaan, alamat, dan informasi lainnya yang dapat mengungkap
informasi pribadi dalam perkara: |

1)

a. Tindak pidana kesusilaan dan kekerasan cll'alamI

b. Tindak pidana yang pelakunya adalah an

k;

c. Tindak pidana yang menurut undang-undang r: erlindunéan

korban harus dilindungi;

l

d. Tindak pidana lainnya yang proses persidangannya dilakuk

tertutup.’

Pasal 18

| v

] 'Eih

PPID melakukan pengujian konsekuensi yang timbul apabila s

rumah tangga;

saksi dan
J
t

an secara

i
1
l

uaty informast

" diberikan dan setelah mempertimbangkan dengaln seksama bahwa dengan

menutup Informasi Publik dapat mehndung& kepentmgan yahg lebih besar

Publik dikecualikan atau dirahasiakan.

~daripada membukanya atan sebaliknya sebelum menyatakan suatu Informasi

(2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2).

(4)

(1)

dilakukan dengan menyebutkan ketentuan u
tegas yang menyatakan bahwa informasi terse

(3) Pengujian konsekuensi berdasarkan alasan I'aada ‘Pasal 15. ayht (2) huruf h
ndang-undang sécara jelas dan
bt wapb dirahasiakan.

Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pacha ayat (1) dllakukan PPID

dengan bantuan Pejabat Informasi dan/atau |
masing satuan kerja.

Pasal 19 l

Alasan pengecualian sebagai hasil pengujiar
tertulis dan disertakan dalam surat pemberit;
Informasi Publik dalam hal permohonan Infor
Dalam hal suatu salinan dokumen Informasi
atau diberikan kepada Pemohon Informasi

Publik yang dikecualikan atau dirahasiakan, PPID

e

hetu gas informasi

kong

Pub]Jk

| E
ekuenSL it

ahuan tertulis atas
masi Pubhk chtolai(
yang akakl
Publik mengandrmg Informasi
terlebih dahulu

pada masing-
|

i
angkan secata!
| |
permohonan

diumumkan

menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan atau

dirahasiakan tersebut.

Dalam hal - dilakukan penghitaman atau, pengaburan mformasn, PPID

memberikan atau mencantumkan alasan dan
hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

Pengecualian terhadap sebagian informasi ¢
Informasi Publik tidak dapat dijadikan alas

ialam suatu salij
an untuk mengex
publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Infoi rmasi Publik

matermya pada masmg—masmg

nan Dokumen
sualikan akses

tersebut.




|y

Bagian Kelima .
Informasi Publik Lainnya Berdasall'kan Permohonan

Pasal 20

ad

(1} PPID berkoordinasi dengan Pejabat Informasi untuk memberikan Informasi
Publik yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik kepada pemohon
informasi.

(2) Pemberian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mempertimbangkan bahwa Informasi Publﬂ( yang dimghonkan bukan
termasuk informasi yang dikecualikan. ] !

BABYV | [

|

STANDAR LAYANAN INFOITMAiS‘[ I?UBLII'(J u

) i
(j\-'] Bagian Kesatu o i | |

Layanan Pengumuman Informasi Publik

Pasal 21 |

‘ i
s (1) PPID mengumumkan Informasi Publik yang wajib disediekan dan

diumumKkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs
resmi, papan pengumuman, maupun media lalnny'a dengan cara yang mudah
diakses oleh masyarakat. : i

(3) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) imenggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudgh dipahami, serta dapat

_ penggunaan bahasa yang digunakan oleh pendudu setempat.

(4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3

- dalam bentuk yang memudahkan bagi i asy_arakat dengar
! berbeda untuk memperoleh Informasi Publik}| . .
Ik

Lut

am——

dilsampaikan
kemampuan

—

r;||

. Pasal 2£Z ' |

(1) PPID mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara|serta merta di
lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud |dalam Paszll];! 11 dengan
menggunakan bahasa yang mudah dipahami,” media yang tepat, dan
disampaikan tanpa adanya penundaan

(2) PPID mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi
keadaaan darurat kepada pihak-pihak yang berchensi terkena dampak dan
menyediakan . sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan
darurat. :

(3) PPID memastikan pihak penerima izin dan/atau -perjanjian kerja dari
Kejaksaan yang kegiatannya berpotensi menganc : hajat hidup orang banyak
serta ketertiban umum agar: |
a. mengumumkan prosedur evakuasi keadazan darurat kepada p&hak—pihak

yang berpotensi terkena dampak;

' ‘ I

o
N I
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b. menyediakan sarana dan prasarana | yang menjadi
penyebarluasan informasi serta merta.

Bagian Kedua
Layanan Permohonan Informasi P'ublik

Pasal 23 ] |

(1) Permohonan Informasi ]T'-’ublik dapat dilakukan |secara tertu

tertulis. |
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon
a. mengisi formulir permohonan atau membuat surat permoh

bagian dari
i

: i

Iis latatt tidak

nan; dan

b. membayar biaya salinan' dan/atau peng1runan mforrlnas'.l apabila

dibutuhkan.

(3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan
permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

(4) Formulir permohonan sekurang-kurangnya memuat:

Nomor pendaftaran;

Nama;

Alamat;

Nomor telepon/e-mail; .

Rincian informasi yang dibutuhkan; !

Tujuan penggunaan informasi;

Cara memperoleh informasi; dan ll
1

TR P op op

Cara mendapatkan salinan informasi.
) Surat permohonan sekurang-kurangnya me
Nama;

Alamat;

Nomor telepon/e-mail; :

Rincian informasi yang dibutuhkan; ;
Tujuan penggunaan informasi; .
Cara memperoleh informasi; dan

g. Caramendapatkan salinan informasi.

hatttll| || Jih

mDpp TR

(6) Format formulir permohonan sebagaimana tércantum pada La}'npiran 2 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perattiran ini. |

(7 PPID dapat mengembangkan sarana permohonan infml,"masi dengan
menggunakan teknologi komunikasi yang efektif bégi pemohon informasi.

Pasal 24

(1) Petugas Meja Informasi melakukan Klarifikadi uritik melenlﬁka

informasi apabila formulir permohonan tauI urat| perm )

lengkap selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerjq sej II:Jerrm:vh“I

(2) Dalam hal formulir permohonan atau surat permohonan
Petugas Meja Informasi mencatat permolonar tersebut
permohonan,

d:

|
| permohonan,

honan ]:Jelum'l

diterima. |

lah lengkap,

alam register



-\‘}r

-

(3) Petugas Meja Informasi memberikan formulir

(4)

a. Nomor pendaftaran permohonan;
b. Tanggal permohonan;
¢. Nama Pemohon Informasi Publik;
d. Alamat;
e. Peketjaan;
f. Nomor kontak;
g. Informasi Publik yang diminta;
h. Tujuan penggunaan informast;
i. Status informasi untuk mencatat apakah i
penguasaan Kejaksaan atau telah didokun
j.  Format informasi yang dikuasai;
k. Jenis permohonan untuk mencatat apq
melihat atau mendapatkan salinan inform;
l.  Keputusan untuk menerima, menolak, me
atau Kejaksaan lain apabila” informasi |y
kewenangan Badan Publik lain atau Keja
m. Alasan penolakan bila permohonan Inforn
n.
0.
diminta.
Peraturan ini.
Pasal 25
Dalam hal Pemohon Informasi Publik b

(1)

¢|zn '

permohonan yang telah diberi

nomor pendaftaran kepada pemochon informasi sebagai

permohonan Informasi Publik pada saat

pexmohonan diajukan secara langsung.
Dalam hal permohonan diajukan secara tidak langsung, Petugas Me]a
Informasi menuangkan permohonan tersebut dalam formulir permohonan dan
mengirimkan formulir permohonan yang tv.lalah |dlben nom
kepada pemohon informasi sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.

Dalam hal permohonan Informasi Publik seba

pérmoh

onan diterima

’ tanda bukti
dalam hal

r pendaftaran

gaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak memungkinkan bagi Petugas Meja Informasi funtuk segéra mengirimkan
formulir permohonan yang telah diberi n
formulir pendaftaran tersebut dapat diberikan'
pemberitahuan tertulis atau bersamaan deng

yang dimohon, -

Petugas Meja Informasi menyimpan salinan
diberikan nomor pendaftaran.

Register permohonan sebagaimana dimak

kurangnya memuat:

fornu

kah
asi;
YAl
7ang

OINCTH

saan

lainnya; ||l
nasi Jublik ditolak;

11r permLho

Il

sud pada_ ayat

pendaftarap, pengiriman
bersamaan |
an pengiriman Informasi Publik

dengan surat

an

P

|

yang teléth'
I

sekurang-'

nfornlmsi sudah b(?rada di bawah
entasikan;

''‘Pemohon Ipformasi ingin

ankan ke Badan Publik lain
diminta __beradz]

di bawah
P

Hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis ser’ca pemberian informasi; dan
Biaya serta cara pembayaran untuk men dapatkan Inforrna!m Publik yang

Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat
pada Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

mengetahui Informasi Publik, Petugas Meja In

a.

ermaksud untuk

memberikan akses bagi Pemohon untuk

1

formasi:

: l
melihat Informasi Publik yang

melihat dan




bt |

e 3

ns

C.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta Isalman info

L

)

dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membéca dan/atau

memeriksa Informasi Publik yang dimoh o
memberikan Surat Keputusan PPID tentang Penolaka:

n Permohonan

Informasi apabila permohonan untuk melihat atau mengetahui Informasi

Publik ditolak; dan

memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta

formulir keberatan apabila dikehendaki.

Meja Informasi:-

a.

b.

memberikan akses untuk melihat dan/

yang dibutuhkan, dalam hal pemohon ingin m llhatnya terlebih dahulu;
yang dibutuhKarn

memberikan  salinan  informasi
mempertimbangkan bahwa informasi
informasi yang dikecualikan;

memberikan Surat Keputusan PPID ‘t
Informasi apabila permohonan salinan Inform 51|Pub111<l4d1

Eang
ntar|1g PenolakaE

rmasi, Petugas

tau emériksa informasi publik

setelah

| diminta bukam termasuk

Permohonan

tolak; dan

memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta

formulirnya bila dikehendaki pemohon.

Pasal 26 ‘ |

(1) Petugas Meja Informasi memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon
Informasi Publik.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:

a.

b.

g

Apakah Informasi Publik yang clm‘nn’ca| berada di bawah penguasaan

Kejaksaan atau tidak;

Memberitahukan Badan Publik. atau Ke]aksalan mana yang menguasai

informasi yang diminta dalam hal infs rmasi tersebut

idak berada di

bawah penguasaan Kejaksaan yang d1t'u]u] oleh|Pemohon Infci>rmas1 Publik;
Menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berTut alasannya;

Bentuk Informasi Publik yang tersedia;

Biaya dan cara pembayaran..untuk merildap‘a an Informas

dimohon;

Waktu yang " dibutuhkan untuk menve

dirmohon;

Penjelasan atas penghitaman/ pengahuran |1n.formas1 ¥

apabila ada; dan

]1 Yo
dlalc| n II'JfOl‘ﬂ'IIl{aSi

| Publik yah

i Publilc yang

|
gl

ang dimohon

Penjelasan apabila informasi tidak dapat ¢ Yiberikan karena belum dikuasai

atau belum didokumentasikan.

3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon dapat diberikan baik sebagian atau

seluruhnya pada saat permohonan diajukan, | Petugas Meja Informasi

" menyampaikan surat pemberitahuan tertulis beserta informasi publik yang
dimohon, |

(4) Penyampaian Pemberitahuan tertulis dan Il orm
dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh)

diterima.

(6) Dalam hal permohonan Informasi Publik

hari kerja sejak

| !

|

]
|
|
|
\
|

asi Publik J(ang dimohon
permohonan

dikenakan -bigya perolehan
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informasi, jangka waktu penyampaian mformam publik

dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk wa

dalam membayar biaya perolehan informasi.

(6) Format pemberitahuan tertulis sebagaima
sebagaimana pada Lampiran 4 yang m
terpisahkan dari Peraturan. ini.

Pasal 27

(1) Petugas Meja Informasi dapat memperpanj
tertulis dan penyampaian Informasi Pubhka|

dimaksud pada Pasal-26 ayat (4) sela.mbat—lambamya 7 (tu]uh)

tidak dapat diperpanjang lagi.

(2)
dilakukan apabila PPID belum menguasai ata

Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

eruplalkan bagian

4

g p }rmnpzauIii {
' selbagaimar,lal
hari kerja dan

ari'] gka wak

sebagaimana

ktu yang digunakan pemohon

na dimaksud pi'ada ayat (1)

yang tidak
|

pmberitahuan

thanya dapat

mendokumentasikan Informasi

Publik yang dimohon dan/atau belum dapat mentutuskan apakah informasi
yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau dirahasikan.

Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memberitahukan secara ‘tertulis beserta alasannya pada saat' alasan

perpanjangan ditemukan.
Pasal 28

Dalam hal permohonan Informasi Publik dit
Informasi menyampaikan pemberitahuan te

1)

Keputusan PPID tentang Penolakan Permohorllan Informasi.

Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Pex

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya|mem

Alasan pengecualian; dan

a. Nomor pendaftaran permohonarn;
b. Nama;

c. Alamat;

d. Pekerjaan;

e. Nomor telepon/email; -

f. Informasi yang dibutuhkan;

g

h.

i

diberikan kepada Pemohon Informasi.

(3)

Format surat penolakan permohonan sebagai imaria dimaksud

| E
|

lak, PPID melaluL
rtulis bersamaan

oho Informasi

at:

i ihh

Petugas Meja
dengan Surat

seébagaimana

Keputusan pengecualian dan penolakan.informasi;

Konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan

pada ayat (2)

terdapat pada Lampiran 5 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 29

(1) Standar biaya perolehan salinan Informasi Pulbhk- erm darg

a. Biaya penyalinan Informasi Publik
b. Biaya pengiriman Informasi Publik
(2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada

|| 1|ﬂ|

ayat (1) ditetapkjr
|

1 Eerdasarkan



wf

[t

@)

1)

@

€

standar biaya yang berlaku umum.
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1

Standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informa31 Publik
diatur berdasarkan keterituan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Ketiga

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

- Pasal 30

PPID membuat dan mengumumkan maklumat pelayanan Informas Publik

berdasarkan Peraturan ini dan peraturan
pelayanan publik. é
Maklumat pelayanan Informasi Publik seba
sekurang-kurangnya memuat:

i.

Format maklumat pelayanan sebagaimana di

SR S

Dasar Hukum;

Pemohon Informasi Publik;

Kejaksaan Republik Indonesia;

Tata Cara Permohonan Informasi Publik;
Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
Tata Cara Pelayanan Informasi Publik;
Tata Cara Mengajukan Keberatan;
Tata Cara Pengelolaan keberatan; dan
Saran dan Masukan;

dalam Lampiran 6 sebagai bagian yang tidak terpis

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAN|KEB ERATAl\H

Bagian Kesatu!

erundang-undangan (di bidang

aimana dninallnud pada ayat (1) ‘

sud pada’ ayat (1) diatur
ahkan dari Ppraturan ini,

i

Pengajuan Keberatan

Pasal31 |

Pengajuan keberatan dapat dilakukan dalam hal ditemukannyalalasan sebagai
berikut:
Penolakan atas permohonan Informasi Publik dengan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17;

Tidak disediakannya informasi berkala I sebagannana dlrrmksud dalam

a.

b.

o

faa

Pasal 10; |

Tidak ditanggapinya permohonan Informllm Publik; : ‘

Permohonan Informasi Publik dltang api
diminta;

Tidak dipenuhinya permohonan In.formasI Publik;

Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

tidak sebagaimana yang

!

Penyampaian Informasi Publik yang mélebihj waktu Il ang|diatur dalam
T L

|




"~

«

i
(2) Pengajuan keberatan dengan alasan sebagaimana pada ayalt: (1) huruf 1a

‘ii

.|1

i

i‘i

|4l
¥
l i :;

Peraturan ini.

ditujukan kepada DPenanggungjawab Kejaksaan Agung melalui PPID
Kejaksaan Agung.

(3) Pengajuan keberatan dengan alasan sebagaimana pjar.da ayat (1) Irlxgmf b sampai
dengan huruf g ditujukan kepada Penanggungjawab di masing-masing
tingkatan Kejaksaan dimana Permohonan diajukan. :

Pasal 32
L I|

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang
disediakan oleh Petugas Meja Informasi atau |melalui surat pengajuan
keberatan. _ |

(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak t!e:rtfulis, PPID
melalui Petugas Meja Informasi membantu Femohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya untuk menil;isikan formulix keberat::}n
dan memberikannya nomor register keberatan, Lok L |

(3) Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan ¢ elaﬁl'l' surat, BPID| menuangkan |
permohonan tersebut dalam formulir pengajuan keberatan. | :

(4) Dalam hal materi pengajuan keberatan sebaga!jmana dalam formulir keberatan
atau surat pengajuan keberatan belum lengkap, PPID mengklarifikasi kepada
pengaju keberatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak! formulir atau
surat permohonan keberatan diterima. | ! X

(5) Waktu yang dibutuhkan pemohon untuk melengkapi formulir keberatan atau
surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dihitung sebagai jangka waktu pemberian tanggapan atas keberatan
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. i | .

{6) Formulir keberatan sekurang-kurangnya memuat; |

Nomor registrasi pengajuan keberatan;

Nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik; ,

Tujuan penggunaan Informasi Publik; , ;

Identitas lengkap Pemohon Iiformasi Publik yang mengajukzlm‘ keberatan;

Identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukari keberatan

bila ada;

© oo o

: |

Alasan pengajuan keberatan; il ‘ L
Kasus posisi permohonan Informasi Publik; il "" b
Tuntutan keberatan yang dimohonkan;
Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

Nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan; dan ' !

k. Nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuanikeberatan

s L

(7) Surat pengajuan keberatan sekurang-kurangnya memuat:
a. Nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
b. Tujuan penggunaan Informasi Publik; i ! 'r
c. Identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan
atau kuasanya;
d. Alasan pengajuan keberatan;

I
' ! '
| !*:w’ﬁ; | 3



(8) Format formulir keberatan sebagaimana dim

Lampiran 7-yang merupakan bagian tidak ter
{9) Format formulir keberatan sebagaimana dima,ksud‘pada ayat (6)
dalam hal PPID menyediakan sarana pen
komunikasi elektronik.

-21 -

e. Kaéus posisi permohonan Informasi Publik; |
f. Tuntutan keberatan yang dimohonkan;
g. Nama dan tanda tangan Pemohon atau ku

L’S‘L:lllill"

-

Pasal 33

158

sany

a

a.lldai ayafl

gajuan keberatan

1

_ '_(6) LLerdapat pada ‘
[l v
erafy

ranini. 11}
berlaku pula
'melalui alat

(1) PPID mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama,

(@)

M

(2

)

{1)

alamat, dan nomor kontak keberatan.
PPID mengembangkan sarana komunikasi
keberatan sesuai dengan kemampuan sumber

Bagian Kedua,

Registrasi Keberatan

Pasal 34

PPID melalui Petugas Meja Informasi memt

daya

verika

I
L Y

yangl efektif daI,Lalm menerima
(yang dimiliki Kejaksaan.

|
1 1
(1]

n tanda ter

mal pengajuan

keberatan berupa formulir keberatan kepada pengaju keberatan/atau kuasanya
pada saat pengajuan keberatan dilakukan dalam hal keberatan diajukan secara

langsung.

Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan melalui surat tercata
Petugas Meja Informasi menuangkan dalam formulir keberatan.
Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
pengaju Kkeberatan sebagai tanda terima selambat-lambatniya bersamaan
ratan.

dengan pengiriman surat tanggapan atas kebe

Petugas menyimpan salinan formulir keberatan sebagaimana

- PPID melalui

c;i'maksud pada

ayat (1) dan ayat (3) sebagat berkas kelengkapan register keberatan.

" Pasal 35

Petugas Meja Informasi mencatat pengajuan

Hods

keberatan pada saat permohonan diterima.

Register keberatan sebagaimana dimaksud

memuat;

a. Nomor registrasi pengajuan keberatan; |

b. Tanggal diterimanya keberatan;

c. Identitas lengkap Pemohon Informasi K
mengajukan keberatan;

'keberata;n

yat (1 se!kur

lalam register

Qné’-kurmgniylai

ublik! dan/atau kuasanya yang
1

d. Nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

Informasi Publik yang diminta;
Tujuan penggunaan informasi;

- ®

!



(3) Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

fow

-
=

(1)

W

)

m R R @

-22 -

weop

Alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat

(1);

Tuntutan keberatan yang dimohonkan;
Keputusan Atasan PPID;

Hari dan tanggal pemberian tanggapan atgs keberatan;

Nama dan posisi atasan PPID; dan
Anggapan Pemohon Informasi.

Lampiran 8 yang tidak terpisahkan dari Peraturan i

!
[I
L

Bagian Ketiga

Tanggapan Atas Keberatan'

Pasal 36

| +

i,

&
—
Qq
fu]
o
ot
‘_‘.
ge
N
o,
a1}

Penanggungjawab yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat
(2) dan ayat (3) memberikan tanggapan atas keberatan dalam bentuk
keputusan tertulis dan disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya selambaft—lambatnya 30 (tu]uh) hari kerja

sejak diterimanya pengajuan keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang—kurangnya

memuat:
a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keber;
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. Tanggapan/jawaban tertulis terhadap keberata
d. Perintah kepada PPID, Pejabat Informasi, Pe;
Petugas Meja Informasi di bawah kewinangc
diterima; dan
e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud

yang tidak melebihi jangka waktu 30 (hgapuh
dimaksud pada ayat (1).

-

BAB VII

atan;

tugas Informy
nnyal dalam
i -}I}I .

th) hari ker]:a

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 37

' ]

n yang diajukan;

asil dan/ atau
hal keberatan

i |
pada huruftd
sebagaimana

I
Penanggungjawab pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri membuat dan
kepada Penanggungjawab

menyampaikan laporan layanan Informasi Publik
di Kejaksaan Agung selambat-lambatnya
pelaksanaan anggaran berakhir.
Penanggungjawab di Kejaksaan Agung membua
Publik Kejaksaan untuk disampaikan kep
kepada Komisi Informasi Pusat selambat-lgmba}
tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

1 (s

aJa

nya 3 (n a)

atu) bulan |s

etelah tahun

laporan ilayjjm Informast

csa Agu

an [salinannya

b | an se’cel‘:étllﬂ

(3) Laporan layanan Informasi Publik sebagaiména dimaksud pada ayat (1) dan



Wi

e

Q)

()

(©6)

(1)

ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

a. Gambaran umum kebijakan pelayanan Inform
b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Inforrnas1 Pubhk antara lain:

1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik

beserta kondisinya;

2. Sumber daya manusia yang menang

beserta kualifikasinya; dan

i

| L,
1Publ

L4

yang dimiliki

ani pelayanan In.f.iclrmasi' Publik

3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
c. Rincian pelayanan Informasi Publik yang meliputi:

1. Jumlah permohorman Informasi Publik;

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
Informast Publik dengan klasifikasi ter
3. Jumlah permohonan Informasi Publik

atau seluruhnya; dan
4. Jumlah permohonan Informasi Publik

tentu |
yang dikabulkan

:

permohonan

baik sebagian

yang)ditolak beserta alasannya.

d. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Bublik, meliputi:
1. Jumlah keberatan atau banding atas k beratan yang diterima;
2. Tanggapan atas keberatan atau |banding atas keberatan yang
dikeluarkan dan pelaksanaannya oleh|Keja) szltan{ §| [
3. Jumlah permohonan penyelesaian sen

berwenang;
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan

;

gket"|

berwenang dan pelaksanaanya oleh K Jaksaan, :
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadﬂan, dan
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh kejaksar.
e. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi

Publik;

a udlka51 Komisi

ke Komisi ]rrfolrmasi yang

Irw,'.formasi yang
l !

f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas

pelayanan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik sebagairnana

dalam bentuk:

a. Ringkasan umum mengenal gambaran
Publik; dan

b. Laporan lengkap yang merupakan gamk
Informasi Publik. 4

Ringkasan umum sebagaimana dimaksud pa

bagian dari Informasi Publik yang wajib dx%

berkala.

Laporan lengkap Layanan Informasi Publik sebaga
(4) huruf b merupakan bagian dari Informasi Pubhlk yang wa]ﬂJ tersedia setiap

saat.

da;

Pasal 38

pelak

aran

yat (4) huruf
Ddlak"arl dan ¢

dimaksud ayat (1) dibuat

sanaan layanan Informasi

utuh pelaksana‘an layanan

a merupakan

aum‘ Lm!ﬂcan secarai

imana dimaksud pada ayat

Penanggungjawab sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat
olaan dan pelayanan Informasi
ini sekurang-kurangnya sekali

koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengel
Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan
dalam 3 (tiga) bulan.




L

(2) Penanggungjawab di Kejaksaan Agung leaporkan perkembangan
pelaksaaan Peraturan ini kepada Jaksa Agung J;elcurang_—kurangpya sekali
dalam 1 (satu) tahun. :

|
; BAB VIII | |
KETENTUAN PERALIHAN |

"l L] 7 “|

(1) Permohonan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan pada saat
Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan|ketentuan sebagdimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku se}l:ieluxymya dan
Keputusan Jaksa Agung tentang penunjukan § PPID sementara di Kejaksaan.

(2} Sengketa Informasi Publik yang terjadi sebelium Peraturan ini ‘mulai berlaku,
diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

(Y undangan yang telah berlaku sebelumnya dan Keputusan Jaksa Agung

B tentang penunjukan PPID sementara di Kejaksaan.,

Pasal 39

BAB IX , .
- KETENTUAN PENUTUP, |

Pasal 40

g

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan angliterkait dLng n pengelolaalp|
dan pelayanan Informasi Publik masih tetap berlaﬁ’(u sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

r

T

1
N Pasal 41 ‘

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan i : Jakarta | |
1

ARSIP SURE B S o INTELIEN 125 Agustus 2010
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1. | sesjam Intel |8~ 1= A ‘ ‘

2. | pirektur ) & 2% , ! '

5, | Wasiban I H G | | ]
!I-a. Kasl ] p {0 -y - o
: 5. Palaksana :r Lo~ @/m HENDARMAN SUPAND]I
af & | Pengetik Ja 9-—3-—2&0 | j |

| ;




.l

PENJELASAN ATAS

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONES
NOMOR: PER-  /A/JA/08/20
TENTANG ]L

PELAYANAN INFORMASI PUBL
REPUBLIK INDON}|3

I. UMUM

IA |

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
mengamanatkan Badan Publik untuk membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan

efisien sehingga dapat diakses dengan mudah Aleh s[etiap orang

dalam rangka

menjalankan kewajiban menyediakan Informasi ublik yang akurat, benar, dan

tidak menyesatkan.

Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan salah satu Badan

sFu:blil‘:, yang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia adalah lembaga eksekutif yang melaksanakan kekuas

negara di

w-——

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdas rkan Undang—i_Und ng. |-

N

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya secaré’n‘w trgns)
Hak atas|informasi bagi

akuntabel, Kejaksaan perlu menyelenggarakan pemenu
publik yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Ind
Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republi Indbnesia. Azas

i |
g
nsLaran dan |

:b:nesia tentang
dari Peraturan

Jaksa Agung ini adalah bahwa setiap Informasi P blik di Kejdksaan bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna-Informasi Publik; Informasi
Publik yang dikecualikan di Kejaksaan bersifat ketat dan terbatas; dan setiap
Informasi Publik di Kejaksaan harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi

Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dari cara sederh

Peraturan ini bertujuan untuk: '

fA1ld,

a. memberikan standar bagi Kejaksaan d lam melaksanakan pengelolaan

dan pelayanan Informasi Publik;
b. meningkatkan pelayanan Informasi Rublik
menghasilkan layanan yang berkualitas; !

oleh Kej

Informasi Publik di Kejaksaan; dan ‘ l
d. menjamin terwujudnya tujuan penyelen

3

c. menjamin pemenuhan hak warga negara luntuk emper!oleh akses

an llc;ete'l ) _l,tﬂc

i
nksaan  untuk

P
an Informasi

k]

Publik.

|

gargan k
Publik sebagaimana diatur dalam Undan -Url{!%ar'lg Ketérbu

HT:I Informzi:'sﬁ.







MILIK
BAGIAN PERPLISTAKAAN
%AN! DOKUMENTAS| HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

——— — -~

e

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) .
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3 !
Cukup jelas. "

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

i Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a | |
Cukup jelas. "

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

‘-



it J

Pasal b

Pasal 6

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4),

Cuku;; jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Huruf b

Hurufc

Huruf d

Huruf e

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

"Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

L




-k

b

Pasal 7

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (7)

Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

Huruf e

Huruf £

Huruf a

 Hurufb

Huruof a
Hurufb
Hurufc

Huruf d

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

. Cukup jelas.

Cukup jelas.

- Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hurufa

Huruf b

~ Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hurufc -

Cukup jelas.

——— - —




Pasal 8

Pasal 9

. Ayat (2)

Huruf d

Cukup jelas. i .

Huruf e
Cukup jelas. ‘

_ - .. _

Ayat (5)
Cukup jelas. _ |

Ayat (1) ‘
Cukup jelas. : ’

Ayat(2) - -
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (5) | l |

Ayat (1) | ;
Cukup jelas. : i

Cukup jelas.

Ayat (3) .-
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . .
Cukup jelas. | ,
b

Ayt @ IR i
Petugas meja informasi di K e]ak"aan T1r1gg1 an Kejaksaan
Negeri dapat dirangkap oleh petugas piket yang membantu
dalam pelayanan Informasi | ublik yang pelaksanaannya di
bawah koordinasi PPID. PPID ) engemban?],(an kapasitas

petugas piket selaku petugas meja informasi. ||

_Sla_
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Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas. b

Huruf ¢ |
* Cukup jelas. .

Huruf d
Cukup jelas. 1

|[iI 1
|} “’.'

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f |
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Hurufi
Cukup jelas.

Hurufj | |
Cukup jelas.

—_,—

Huruf k B
Cukup jelas.

Hurufl

Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o i
Cukup jelas.

Huruf p !
Cukup jelas. 1 ! i
|




I
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Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

ngar

[

P
ng masuk dan
jenis perkara/ i dan status

3
nyelesaiJ#' ‘

Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r (
Yang dimaksud de
perkara meliputi: jumla
yang diselesaikan,
penanganannya.
Hurufs -~
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u, _
' Cukup jelas.
Ayat(2)
Cukup jelas.
Cukup 'jelas.
Huruf a .
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (1) -
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢ |
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe




-t

‘e

Qe

-8-
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1) -
Huruf a
: Cukup jelas.
-Hurut b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf § :
Cukaup jelas.
Hurufg - _
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

A

(N

!




b

[t 3

Pasal 15

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Hurufq - '
Cukup jelas. | | |
Hurufr . | o ’ J,
Yang dimaksud Jurat—s nrat ‘yang Herka]t denganl
keoi ] I .
egiatan penanganan perkara pldana dan perdata
di Kejaksaan, misalnya:
1) Surat Pembentaq:mn I;i)imulainya Pe nyldzkan
2) Surat Pemberztfzhuan Hasil Peneliﬁan Berkas
Perkara
3) Surat Perintah Penghentian Penyzdikan
4) Surnt Ketetapan Penghentian Penuntutan
5) Surat Pelimpahan Perkara
6) Surat Perintah Penahamm
7) Surat Perintah Peny Vi taan/Penggeledahan
8) Surat Pencekala |
9) Surat Dakwann setelak dibacakan daj!am persidangan
10) Surat Tuntutin  setelah  dibacakan  dalam
persidangan '
11) Surat Perintah Pelaksanaan Putusa Pengadzlan
12) Surat Gugatan setelah iibacakan dalam ;Tersrdangan
|
Huru‘fs ‘ ‘ I[ii- ’ b
Cukup-jelas. - \
Cukup jelas. :
Cukup jelas.
Cukup jelas. I
Huruf a
Cukup jelas. )
Hurufb f ] I
i F




i

-10-

Cukup jelas.

Cukup jelas.”
Huruf ¢ .
‘ Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
= Cukup jelas.
Huruf £
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas. -
Huruf i
‘Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Ayat (4)
e Cukup jelas.

Pasal 19

-t

|
Ayat (1) ! | "Ii
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat'(3)
~ Cukup jelas.

Ayat (4) -
Cukup jelas.

) Pasal20 -
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

D

Pasal 21

R

Ayat (1)
: Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

 Ayat (Sj
N Cukup jelas.

Ayat (4) . '
Cukup jelas. -

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
, . Cukup jelas.
Ayat (3) : .
Huruf a |

Cukup jelas.

(11

Hurufb
Cukup jelas.
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D,

Pasal 23

=12 -

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
~ Cukup jelas.

Ayat (3) -
Cukup jelas.

Ayat (4) _
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b ‘
Cukup jelas.

Huruf ¢
' Cukup jelas.
Huruf d '
Cukup jelas,

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f ‘
Cukup jelas.

Huruf g
‘ Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (5)
_ Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.
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Pasal 24

-13-

Huruf d :
Cukup jelas. |

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf
Cukup jelas.

Huruf g -
Cukup jelas.

Ayat (6)
- - Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

\' o |‘|\|

T3

. |
Yang dimaksud permohonan diajukan secara langsung adalah -

pemohon datang langsung kepada petugas Meja Informasi.

Avyat (4) '

Yang dimaksud permohonar
adalah permohonan yang diz
seperti surat tercatat, su
sebagainya dimana pemohol
petugas Meja Informasi:

Ayat (5)
' Cukup jelas. : i

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

rat” elektronik,

Hurufa
Cukup jelas.

" Huruf b
Cukup jelas.

|
1 diajukan secara |tidak langsung
jukan melalui sarana komunikasi

|faksimili, dan

n tidak datang langsung kepada




Pasal 25

Ayat (8)

Ayat (1)

Huruf g

-14 -

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruff -~
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hurufh
Cukup jelas.

Huruf i
-Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf 1
Cukup jelas.

Hurufm
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.




L
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Pasal 26

Ayat (2)

Ayat (1)

Ayat (2)

_15-

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurnf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

[

Huruf c
Cukup jelas.

-Huruf d

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas,

Huruf c
Cukup jelas.

. Burufd

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf {
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h :
Cukup jelas.

Cukup jelas.

;
| ﬂii.
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Pasal 27
()

Pasal 28
'

-l6-

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

-Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Huruf b
‘Huruf ¢
Huruf d
Huruf e
Huruf £
Huruf g
Huruf h

Hurufi

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

A

Cukup jelas.
Cukup jelas.
- Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

1 1]
fil
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Ayat (3)
-+ Cukup jelas.

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
~ Cukup jelas.

Ayat (2) .
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Culkup jelas.

Huruf b. :
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

‘Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
. Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.




Q

Pasal 31

Pasal 32

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

-18 -

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf ¢
~ Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf { .
Cukup jelas.

Hurufg
- Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelafs.

Huruf a
Cukup jelas.




®

Ayat (7)

Huruf b
Huruf ¢
Huruf d
Hurufe -
Hu.ruf f
Huruf g
Hurufh
Hurufi

Huruf j

Huruf k

Huruf a
Huruf b
Huruf ¢
Hurufd
Huruf e

Huruf f

-19-

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
quup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

)
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Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Huruf g

=20-

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

" Ayat (9)

Culkup jelas.

£

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)-

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hurufc

" Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

o
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Pasal 36

Pasal 37

Ayat (3)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (1)

Huruf £
Huruf g
Huruf h
Hurufi ©
et
Huruf k

Hurufl

-1 -

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Penangg
adalah pejabat yang dibe%i ta
tanggapan atas keberatan berdas

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

ungjawab yang-berwenang
nggungjawab' memberikan
arkan peratiuran ini sesuai
dengan alasan keberatan yang ditemukan oleh pemohon.

e
|.
.|!
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Pasal 38

Pasal 39

Ayat (2)

Ayat (3)

Huruf ¢

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Huruf a
CukKup jelas.

Hurufb -
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf
Cukup jelas.
Hurufa

Cukup jelas..

Huruf b

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

'
ol




Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
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LAMPIRAN1
PERATURAN JAKSA AGUNG RI

Nomor :PER- " /A/J.A/08/2010.
Tanggal : Agustus 2010

DAFTAR INFORMASI PUBLIK* _

KETERANGAN: B : . N T
*Format ini adalah fo format Daftar Informasi secara manual. PPIE) dapat mengembangkan dalam format lain, rmsalnya secara komputerisasi yang harus tetap =
—dapatdiakses: ertamencakupunsur= DR i _ — — —
A
- " ,s:;;_'—.w o L - W Jx L1



LAM

TRAN 2

PERATURAN JAKSA

Nomor
Tanggal .

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN I

(RANGKAP DUA)

ORM

: PEIII-

J '

,ejJGt?JNG RI

A/J.A/08/2010

stus 2010 |
n
]

Logo
Kejaksaan

Nama
Alamat

Pckerfaan
Nomor Telepon/E-mall
Rincian Informasi yang dibutuhkan

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Pengrunaan Informasl

Cara Memperoleh [nformasi**

Petugas Pelayanan [nformasi
{Pencrima Permohonan)

(en

[nama Kejaksaan (sesuai lingkatennya) dan alamat, noq

»
T T  CY A T P PR PY SRR LR E LY

(LTI LIV TE LY PR L TEY) ETTITTE AT YT LR LI
.
HETTYC T TP T arivaamiEraanEany Aubreangnana
........... TP T LTI LY TR LR P LA LI R EA L )
L LI YL LR L L] awre

Blsavansrs

nor telepeon, faksimili, email (jika adajj .

e P TTTI I T T

........ YETLLITTITE FTYY

TP T LTI YL L T

1 .
R I  CYA TR PP TR R PY R LR TE PLE LAY

I LA L I DL I

PPN T

]
LTI R LT ER P SRR LT E LAY )

T T LT PR LR PR LR CE R R R

avnann

apnasrasean

TR TN

LLIELTEYT)

Sareseneny

i
FORMULIR PERMOHONAI?! INFORMASI
No. Pendaftaran (difsi peiugas)®: wuvmaaraseomemans .

ECETTI LT TN LRI PEA LR L LT Y

Beddasanans

'
renanewn T TELITTT LI T LY
PP PRSP IET FIT T

STTTTFFETPP PP FYTPPTS

N TITIT T PETT T

I I LR L L L T P T P P YR L PR ET ]

i L Melihatmembacafmendenparkan/Mencatat**?

TLTTTTLTIL TP TRTPPPETEY fY )

T T TR TS T TSR TR S EE L3

Ty ST LT LT I LT PPy
LRI LRI RN L P L LR T )

LTI

COEPITIITTI T I

LTI T LY LI,

PRI I T LI TR TE LT

T LEI LT LTI I P T
0

2 I__—I Mendapatkan sal inan iniLnnasi (hardcopyisofltc'opy)*“

Mama dan Tanda Tangan

Keterangan:

*++ Coret yang tidak perlu

RPN { {1, | +1: | RO

Cara Mendagpatkan Salinan Informasi** : [. I:l Mengambil Langsung

(tanggalfulan/tahun)

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informast Publik
** Dilih salah safu dengan memberi tanda (V)

Pemohigh Infb
1 LMo m

L, )

Nama dan Tadda Tangan




N N
|

Di Balik Formulir Permoholan Informasi
Dicetak informasi berikut:

IIL

V1.

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 'tentanig Keterbukaan Informasi Publik
Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh i I'ormz;lsi yang berada|di Kejaksaan kecuali
(2) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses
penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlincjmgan_ hak atas kekegyaanl intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Mem ahayal;an pertahanan dan kTeamana.n Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahlanan ekonomi | pasional; Merugikan
kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akfa otentik yang bersi pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum| atau surat-suat antar
Kejaksaan atau intra Kejaksaan yang menurut sifat ')la diraI asiakan kecnall ata$ putusan Komisi
Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak bole% :Iiunfg‘ pkan Elaerd ?grk}r Uﬂdang—undan"g. (b
Kejaksaan juga dapat tida}k memberikan informasi yangbelum rik.l'lasaaci ata'j,hid kuantasikan. [}

. i
PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI; PERMOHONAN IN-IF..ORMASI BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS lNFORMASIlfPPlD. Bila tarrlda bukt! permchonan
informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas inforl'nasi alasannya, mungkin permintaan informasi

anda kurang lengkap. !

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permechonan
informasi oleh Kejaksaan. Kejaksaan dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x
7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat
diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk info asi yang dikecualikan atau tidak.

“Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan sﬁr{ﬁt.'kebjumé"s‘fﬁ Pimpinan

Rejaksazan adalah {dijsi sesudi‘dengin-Sirat kepufusan Pimpinan Kejaksaafi)/ Peratirari Nomor Tahun
tentang; Penerimaan Negara Bukén Pajak | !

...................

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan k%putlfs

Anda atan memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon '!rlnfomlasﬁ dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID sesuai dengan Pasal 31 Peraturan-Jaksa‘Agung 0. 1. Tahun. Tentang
Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan RI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan‘;leberatén dalam register|keberatan.

T PPID {misal: merllolak permintaan

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pémohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik. '

| | %
& L [ {
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LAMPIRAN 3

PERATURAN JAKSA AGUNG RI
T ' Nomor - -=PER-  /A/J.A/08/2010

Tanggal : Agustus 2010

Dibawah

Pengua-- Pemberi Pemberian
* tahuan Informasi Biaya | Cara o
Tertulis

KETERANGAN:
Nomor
Tanggal
Nama
Alamat
Nomor Kontak
Pelcerjaan
Informasi Yang Diminta
Tujuan Penggunaan Iniformasi
Status Informasi

Bentuk Informasi Yang Dikuasai
Jenis Permohonan

Keputusan .

Alasan Penolakan

Hari dan Tanggal

Biaya & Cara Pembayaraﬁ

.
-
.
.
.

diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.

diisi tentang tanggal permohonan diterima.

diisi tentang nama pemohon. .

diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta, : -

diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/femail Pemohon Informasi Publik.

diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

diisi tentang detail informasi yang diminta.

diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.

diisi dengan memberikan tanda (). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Bada.n Publik atan Kejaksaan lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian

di formulir pemberitahuan tertulis,

diisi dengan memberikan tanda (V).

diisi dengan memberikan tanda (V)

diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.

diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID,

Diisi tentang:

a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan
waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini
sama dengan penolakan.

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

*Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual. PPID dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam

format ini.
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LANIP 4
PERATURAN JAKSA AGUNG RI
Nomor| :PER- /A, Hfosmow
Tanggal : /|  Agustus 2010
1 | f
] JIS I N
logo [mama Kejaksaan (sesuaj tingkatan) dan alamat, nolm’or telepon, Ia‘l]ksu'mh, email (jika aclia)]
Al |
Kejaksaan PEMBERITAHUAN TERTULIS E !
3
! ]
Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal .... bulan ... tehun! .... dengan nomor pendaftaran* ...,
Kami menyampaikan kepada Sandara/i: I
Nama ) T eeerererrarieniraiierees e rens
Alamat :
No. Telp/Email S SUUUUINUOOUTRURTURURRTRPRITN POTUTIS RN | ' ..............

Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi Dapat Diberikan

Nao. Hal-hal terkait Informasi Keterangan
Publik
I. | Penguasaan Informasi [ Kamj
Publik** O Kejaksaan lain, yaitu..|.

[J_Badan Publik lain, yaitlt ..., | .

2. | Bentuk fisik yang tersedia** O Softcopy (rermasuk rekaman)| . I‘; | |
O Hardeopyfsalinan tertigis. | ]| 1 1 ‘s s L

3. | Biaya yang dibutuhkan*** 0 Penyalinan | Rp. ...} .......(jm!h lembardn) = Rp.. il

' O Pengiriman | Rp........ . '

J Lain-lain Rp..
- Jumlah Rp. ]

4. | Waktu penyediaan .. hari i

5. | Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimoho:.l1**** {(tambahkan kertals bila perlu)

R T EEE FEE PR R EA P EE A EEF AN R TR R T EAG v FEE AR A AR R A wE A v A dd gk a A hmd EEA A RAd A EE

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**
O Informasi vang diminta belum dikuasai
O [nformasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didekumentasikan dilakukan

...................... (tempat),

daldm jangka waktu ...

.....

Pejabat Pengelola Informasi dan I)oléumentasi

Keterangan:
* Diisi sesnai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
*x Pilih salah satu dengan memberi tanda (V). I“ '
ok d Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atan biaya per girimfi (khusus kurir da!n pos) sesuai dengan
standar biaya yang telah ditetapkan. l
*+++  Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka cllberlkan alasan pengh:tamannya
2T

(PPID) |

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

(tanggal/buian/tahun)




-t
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LAMPIRAN 5 . -
PERATURAN JAKSA AGUNGRI
Nomor | : - A/, /2010
Tanggal | : l Agustus 2010
|
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PFID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA):
! I
logo [nama Kejaksaan (sesuai tingkatan) dan alamat, romor telepon, faksimili, email jika
Kejaksaan ada)] I [
SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PE NOLAKAN PERMCIﬁONAN
No, l;'éndaftaran:* ....................
Nama. r averissrrEramrraviEatre 1_. ...................... vrenndafans '""““.""1 ......
Alamat : F PR Rt R
No. Telp/Email SNUUUUUURNRIPRUPID I St | UNRIFPPOTIOP FOTPPY N P

Rincian Informasi yang dibutuhkan - ....ccccviieiviiennn l." ]|f|

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon ada.lah

...............

. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

v .
. - M .

- &
i H . H H

Pengecualian Pasal 17 huruf ......... UU KIP atau Pasal... didsa
Informasi didasarkan : | | Bgiing  Tentang Keterbukaan InformastubIlk—.dl-:Ke] dat
pada alasan RI*

|
Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi fersebut dapat menim

sebagai berikut:

..........................................................................................

Dengan demikian menyatakan bahwa: ‘ | ‘

I
L] Pasal ... Undang-Undang ....**

PERMOHONAN INFDRMA%] DITALAK] ‘ 5

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informas
keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja

Jaks:

Lt

T ey

ingiTentanp!
#*  Sesuai dengan Pasal 17 huruf j j UU KIP, diisi oleh |PPID
dalam undang-undang lain yang mengecualikan informass
pasal dan undang-undangnya). I
Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas ten
sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan in

Keéterbiikaan Informasi Publik Kejaksaan RL.

esuai dengan

ng jangka waktu ]pem

: yang dimohor

pas

berit,

1 dapat mengajukan
ak menerima Surat

Keputusan ini. '
IR (Tempat), ...loconn. e, (tanggal, bulan, dan tahun) **]
Pejabat Pengelola Informasx dan Dokumentasi
. (PPID)
Nama & Tandatapgan
_ Ketetangnn '
_ Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi perm hona.n Informasi Pubhk. e
**  Diisicleh L PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 humf a - i UU KIP atau Pératuran

al pengecualian

tersebut (sebutkan

AN




o T

.

2) Pemohon Informasi Publik
" Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ata

|
LANVPIRAN 6

PERATURAN JAKSA AGUNG RI
Nomor :PER-| /Af].A/08.2010
| Tanggal Agus‘tus 2010
| .
[FORMAT] . |

MAKLUMAT PELAYANAN INEORMASH l-

KEJAKSAAN ......(sesuai tingkatan) BEPU‘BLIK *IJ"ESIA I
| '

1) Dasar Hukum ' |

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 fentang Kejaksaan Republik

Indonesia

b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik
¢) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Layanan Informasi Publik

tentang Standar

d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia|Nomor...Tahun 2010 tentang
Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia

i badan hukum

Indonesia yang mengajukan permohonan Ifformasi Publik| berdasarkan

ketentuan yang berlaku. , ;

|

3) Kejaksaan Republik Indonema
Kejaksaan Republik Indonesia yang mer]

eIeL gara]kan;

I

pelra:yall'lan Inforn}am

Publik adalah Kejaksaan Agung, Ke]aksaarr Tinggi, dan Kejaksaan Negen

4) Tata Cara Permohonan Informasi Publik
a) Tertulis: |
e Pemohon mengisi formulir permohonan yang

liisediakan oleh

petugas atau membuat surat permohonan sesuai dengan ketehtuan.
e Membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman sesuai dengan

standar biaya perolehan Informasi Publik
b) Tidak Tertulis: ‘ ‘

¢ Menyampaikan identitas lengkap pemohon
termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi.

¢ Menyampaikan rincian informasi yang dibutuhk

» Menyampaikan tujuan penggunaan 1rrf0rma31 ya

» Menyampaikan cara mempereleh i Eformam (m
mendengar, mencatat, atau meminta salinan doku

e Menyampaikan cara mendapat an $alinan infor
langsung, surat tercatat (pos/kurir);: ksu‘ruh,

e Membayar biaya salinan dan/at
standar biaya perolehan Informasi Publik

u ‘E:ul ya pelzn e

epada petugas

idibu’mhkan
[ihat, membaca,
en)
si (mengambil
D]
?esuai dengan
|

y=—ry




5) Tata Cara Pelayanan Informasi Publik

& w

6)

[k ]

a) Pemohon dapat melihat atau mendenga

b)

g)

h)

Tata Cara Mengajukan Keberatan

2)

irkan|dokumen yang akan diminta

sebelum mengajukan permohonan . secara resmi guna kepentingan
permohonanya, sepanjang dokumen t'ﬁrsebtlxt bukan terl.'r11asuk informasi

yang dikecualikan.

Petugas menuangkan permohonan dalam formulir perrlnohonan apébila
permohonan diajukan secara tidak langsung (melalui perantara sarana

komunikasi, seperti surat tercatat, email, faksimili)

Petugas melakukan Klarifikasi apabila
hari kerja sejak permohonan diterima
secara tidak langsung)

Petugas melakuken pencatatan pada
Publik

permohonah kurang lengkap (3

dalam hal permt!Jhonan diajukan

register permoh?ngm Infortnasi

Petugas memberikan tanda terima pelrmohonan (formtll}ir 'permohonan

yang telah diberikan nomor pendaftarari) pagla saat pt—"l.'r:mohopan diajukan,

apabila permohonan diajukan secara langsyng dengan merndatangi l}de_ja
. | .

Informasi

Iy

ir i
Petugas memberikan tanda terima permo Ilohan (fofmulir] permohof'ns!m
yang telah diberfkan nomor pendaftaran) bersamaan surat pemberitahuan
tertulis, apabila permohonan diajuka1|‘1 secara tidak langsung (melalui
perantara sarana komunikasi, seperti surat tercatat, email} faksimili)

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja:

i. Petugas memberikan pemberitahuan tertulis dan salinan informasi
yang dimohon apabila permohonan dikabulkan sebagian atau

seluruhnya; atau

jii. Petugas memberikan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan

Permohonan Informasi apabila permohonan ditolak

Petugas dapat memperpanjang pemperian surat pemberitahuan dan
pemberian salinan informasi selambat-lambatnya 7 (t_ujdh) hari kerja dan

tidak dapat diperpanjang apabila:

i. Kejaksaan belum menguasai ata
yang dimohon

ii. PPID belum dapat memutuskan

termasuk dikecualikan atau tidak.

Perpanjangan waktu pelayanan sebaigainh na dimaksug
diberitahukan secara tertulis beserta|plasdhnya ol p

u n‘}endokumenta'sﬂgan informasi

apakah informasi yiemg dimehon

by

|,
pada hurf {h)
tugas padasdat

L'

alasan-alasan perpanjangan waktu pelayanan diterntkan

Alasan pengajuan keberatan:

1

i. penolakan atas permofmnan Tnformasi Publik dengan alasan

pengecualian/informasi rahasia;

i, tidak disediakannya informasi berkala;

iii. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

iv.  permohonan Informasi Publik clitanglgapi tidak s:eba‘gaimana yang
|

I H | |

L e — ==




Ty

‘ll"

&

b)

e) Surat keberatan memuat informasi tentang: |
nformasi Publik;|
3].1].(, |
ormasi Publik yang, mengajukan

diminta;

v. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

vi. pengenaan biaya yang tidak wajar;
vii. penyampaian Informasi Publik yaj
Pengajuan keberatan dilakukan dengs

disediakan oleh petugas atau membuat
Keberatan karena alasan sebagaimana

informasi di Kejaksaan Agung.
Kepada
Yth. Wakil Jaksa Agung RI1

g1

d
ditujukan kepada Wakil Jaksa Agun%

n cara mengisi
urat tertulis.

g

ng"i'nl elebihi waktn yang diatur.

Eorlmuln' yang

| im‘aﬂl[sud pada h1rruf (2) angka i
déqgan me} Tudl,

F'ITID / petuga}s
i

d/a Kepala Pusat Penerangan Hukum selaku’ PPID Kej aksaan Agung RI

Jalan Sultan Hassaniuddin No. 1 Kebayoran ]‘Earu, ]akarta‘

Telp. +62 21 7221269

ISe]atan

Keberatan karena alasan sebagaimana pada huruf (a) angka ii-vii
ditujukan kepada Atasan PPID di setiap tingkatan Kejaksaan dimana

permohorian diajukan melalui petugas:

i. Kejaksaan Agung ditujukan kepatiha Wakll Jaksa Ag'ung

Kepada
Yth. Wakil Jaksa Agung RI

d/a Kepala Pusat Penerangan Hulkum selaku PPID

Agung R1

Telp. +62 21 722 1269

Jalan Sultan Hassanuddin No. 1 Kebayoran Bary,
|

ii. Kejaksaan Tinggi ditujukan kepdda W;lk]i Kepal

Kepada

Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tix gg1 T
d/a Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggl..

Tinggi...
Jalan .. (lengkapi)

Telp. ....(lengkapi)

jii. Kejaksaan Negeri ditujukan kepada I(epala Kejaksaa

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri...

d/a Kepala Seksi Inteh] en Kej aksaan Negen

Kejaksaan Negeri...s
Jalan ....(lengkapi)
" Telp. ....(lengkapi)

i. nomor pendaftaran permohonan

if.  tujuan penggunaan Informasi Pul
ili. identitas lengkap Pemochon Inf

keberatan atau kuasanya;
iv.  alasan pengajuan keberatary;
v. kasus posisi permohonan Inform
vi. tuntutan keberatan yang dimoho

vii. nama dan tanda tangan Pemochon atau kuasanya

[

51 Pl[lblik; | i

aK

| :t-!|
...selaku |

) Kejaksaan
|

Jakarta Selatan -

'aIJ:saan Tinggi

l

PID Kejaksaig'lli

i

anj

an Negeri:

selalkku PPID

I

"l
v
i

o
T
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7) Tata Cara Pengelolaan keberatan

K 1%],

—_——m o ——

a) Petugas yang menerima formulir pernlxohor'Lan keberatan atau surat

b)

g)

8)

permohonan keberatan memberikan tanda erimla berupa fornllulir keberatan
(as). '

Dalam hal permohonan diajukan melalui surat, petugas menuangkan dalam
formulir dan memberikan formulir (asli) sebagai tanda terima yang diberikan
selambat-lambatnya bersamaan dengan pengiriman surat tanggapan atas
keberatan. b

Petugas menyimpan salinan tanda terima s‘elbagalimana dimaksud pada huruf
(a) dan huruf (b) sebagai berkas kelengkapan reg_i[ster keberatan.
Petugas meregister keberatan pada saat ermohonan | diterima dan
memberikan berkas kelengkapan register keberatan (formuliy dah/atau surat
keberatan) kepada PPID pada hari diterimanya keberatan, |
PPID meneruskan berkas kelengkapan register I%eberatan (formulir dan/atau
surat keberatan) kepada Atasan PPID yan 3 eriw g pada hari|diterimaiiya

keberatan. il | "l i “| i 1 |
Atasan PPID yang bersangkutan menjawab keberatan yan telah diajul|<5£

selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak kebera in diterima oleh
petugas Tl

Jangka waktu pelaksanaan keputusan Atasian PRID dihitung t:ermasuk (tidak
melebihi) 30 (tigapuluh) hari kerja sebagaimjana pada huruf (§°

Saran dan Masukan

Sampaikan saran dan masukan melalui:

Alamat surat S .(Aiamat PPID Kejaljisaan !yang bersan i(utan)

Telp :.....(Nomor kontak PPID Kejaksaan yang bersangkutan)
Faksimili :.....(Nomor kontak PPID Ke;ja_ksaan yang bersangkutan)
E-mail ‘... (Email PPID Kejakgaan yang bersangkutan)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kejaksaan....(sesuai tingkatan) ‘ [ -

i :

Ttd |

(nama lengkap) | |

1 ‘| .
l, ! :
Wl ! ’ Ii ' . .
| bl ol ‘ pl
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LAMPIRAN|7

PERATURAN JAKSA AGUNG RI
Nomor : PER-

Tanggal : A

(RANGKAP DUA) |

FORMAT FORMULIR K TERA II‘AN

i

.;tus 2010

Logo
Kejaksaan

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan ~

W:ich
{nama Kejaksaan (sesuai tingkatan) dan alamat, ncln'mr tele Jon. faks:m:h, emal

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

(diist petugas)*

Nomor Pendaftaran Permcohonan

Informasi
Tujuan Penppunaan Informasi

Identitas Pemohon

. Identitas Kuasa Pemohon ** |

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN*#*

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu) |

Nama

Alamat !

Pekerjaan

Nomor Telepon

MNama

Alamat

Nomor Telepon

Permohonan Informasi di tolak.
Informasi berkala tidak disediakan

Permintaan informasi tidak ditanggapi

Permintaan informasi tidak dipenuhi

Biaya yang dikenakan tidak wajar
Informasi disampaikan melebihi jangka wakto yang ditentukan

moe ap o p

Permintazn informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

: |
D. HARITANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : ftanggal]
oleh petugas]****

Demikian keberatan inj saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucaj

Nama & Tanda Tangan |
KETERANGAN |

L1
*kk

*EE

*EdE*E

FEEEEE

-

(tempat),
|
Mengetahui, *+*++*

Petugas Informasi
{Penerima Keberatan)

vkan terimakasih.

[tanggal], [bulan], [tahun] ***+#

enga'

I

Keberatan

=

[bulan], ftahun]{diisi

Nama

Nomaor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
Sesuai dengan Pasal 31ayat (1): Pératuran Jaksa Agung RI tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan R],

dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan vang diajukan

5’:.j Tanda Tanpan

Diisi sesuai dengen ketentuan jangka waktu dalam Peraturan J a}.sa Agung Rl tentang Keterbukaan Informasi Pubiik di

Kejaksaan R1

Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan ya Iu sejal; kebemtan dinyam{kan lengkap sesuai dengan

buku register pengajuan keberatan.
Dalam hal keberatan digjukan secara langsung, maka formukir
menerima pengajuan keberatan. |

keberatan juga dita.ndallmgani oleh petugas yang
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x E | LAMPIRAN 8
JxE3 PERATURAN JAKSA AGUNG RI
aZe Nomor :PER-  /A/J.A/08/2010
z § * Tanggal  :  Agustus 2010
ﬁ
i
g REGISTER KEBERATAN®
@ g
ol B - ol ol
Keterangan:
No. diisi tentang nomor registrasi keberatan.
-~ Tgl diisi tentang tanggal keberatan diterima.
Nama diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
— Alamat diisi tentang-alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi. —_— =
Nomor Kontak diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/ faksimili/ telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
Pekerjaan diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan

No. Pendaftaran Permohonan Informasi

Informasi Yang diminta
Tujuan Penggunaan Informasi
Alasan Pengajuan Keberatan

I

secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi. =
diisi dengan informasi yang diminta. :
diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.

diisi dengan memberikan tanda (V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publikn atau Pasal 31 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI tentang Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan

RI:
Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang

a.
Keterbukaan Informasi Publik atau Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung RI tentang Keterbukaan Informasi
Publik Kejaksaan RI



—

N " . _ 2 ©w
e gy w MT) S"ﬁ?f - “‘w‘}): - 2

b. tidak disediakanmya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
e _tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik; ~— — T
d. permohonan Irformasi Publik ditanggapi tidak sebagamlana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- — —————g—penyampaian Informasi Publik yang melebihi-waktu-yang-diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI- tentangl(eter_bukamlnformam -

. - ——Publik-Kejaksaan RI — -- — — —
Keputusan atasan PPID :  diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID. N
Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan.: T diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan, =+ —-=FE=
atas Keberatan — — ' _
Nama dan Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan s_EEuai dengan kewenangan yang ada pada Peraturan Jaksa Agung RI tentang

— Ketérbukaan Informasi Publik Kejaksaan RI

Tanggapan Pemochon Informasi : diist.dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Kepnitis: ?\tasan PPID. o T =
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LAMPIRAN 8§

PERATURAN JAKSA AGUNG RI
Nomor :PER- /A/].A/08/2010
Tanggal : Agustus 2010

REGISTER KEBERATAN*
- AT FhadtEn R aadae
-: o Pl e i = AN eod | ,-s_.'-o Sl AR g e e AL ) S E fe \ s
' : ' far. IERI jua ' S Sty '
. P - jhonary Dimine {35 a b e || e | | g i Hngoapanse IE nformasi
inforg 1#2) ; atgstKeberatary
i 7

Keterangan: .

No. :  diisi tentang nomor registrasi keberatan. .

Tgl—— - ————diisitentang-tanggal keberatan diterima. - - S—— - — B ——————

___Nama ) :  diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
=Alamat s e em—e 1 diisifenfanigalamatlengkap.dan jelas Pemohon Informasi, . . —-- e _ - =0 g
—. Nomor Kontak :  diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/ faksimili/ telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik. r -

Pekerjaan :  diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik. ,
~ No. Pendaftaran Permohonan Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak-diumumkan
= secara:berkala, maka kolom ini idgk perlu diisi. e r : ogan—-

Informasi Yang diminta . diisi dengan informasi yang diminta. - T
—Tujuan 'enggonaan Infermasi T difsitentang tujuan/ alasan permohonan dan penggunaan inf ornagi= ' ) — —
—Alasan Pengajuan Keberatan ___  diisi dengan memberikan tanda () sesuai alasan yang mglmkaMggukm keberatan 1 sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publikn atan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Rl tentang Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan
RI:
a, Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang
o ~Katerbukaan Informasi Publik atau Pasal 14 sampal dengan'Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung RI tentang Keterbukaan-Informasi
" Publik Kejaksaan RI T i
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